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PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 7 TAHUN 2007
TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
(PD. BPR) KABUPATEN GARUT TAHUN
ANGGARAN 2007

DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH
SUBHANAHU WATA’ALA

BUPATI GARUT,

Menimbang . a. bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (7) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
maka Investasi Pemerintah Daerah dalam bentuk
Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD) diatur dalam Peraturan
Daerah;
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Mengingat

bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara
Tahun 1950);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang
Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2387);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);
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10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);
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Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun
1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak
Ketiga;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun
2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2007;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il
Garut Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyertaan
Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Garut
pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Tahun 1991
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il
Garut Nomor 9 Tahun 1996 tentang Perusahaan
Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran
Daerah Tahun 1996 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun
2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten
Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun
2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun
2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut
Tahun 2006-2009 (Lembaran Daerah Tahun 2006
Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun
2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10
Tahun 2006 tentang Pembentukan Struktur
Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2006
Nomor 20).
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